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ABSTRAK

Persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasida&h persoalan
yang belum tuntas sampai sekarang. Hilir mudik @leathn berkutat pada sah
tidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Di Indonepmraturan pencatatan
perkawinan termaktub di dalam Undang-undang No.ahuh 1974 dan juga
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsepsi pentatanikah di dalam UUP
No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), “Perkawiadalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kadgrercayaanya itu”.
pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat orah perundangan-undangan
yang berlaku”. Kemudian di dalam KHI pasal 5, ayd) “Agar terjamin
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sqteqxawinan harus dicatat”.
Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada dyadi{lakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Urdlad@ng No. 22 Tahun
1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Yang adinpokok masalah
disini adalah: 1) Aspek apa yang menyebabkan addmgtsme hukum terhadap
paraturan pencatatan nikah. 2) Faktor apakah yaegimbulkan dualisme
hukum muncul di Indonesia termasuk peraturan pateranikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustakargry research) yang
bersifat deskriftif-analitik Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi, yakni UU No. 1 Tahun 1974 daih $€bagai sumber data
primer ditambah dengan data-data ilmiah lain yadg eelevansinya dengan
pembahasan sebagai data pendukung.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi irdlaad analisis
terhadap dualisme hukum di Indonesia tentang peratpencatatan nikah dalam
UUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Hal ini dilakukantuk mencari tahu
faktor apakah dan aspek mana sebenarnya yang makanbdualisme hukum
peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bafakeor-faktor yang
menyebabkan dualisme hukum adalah karena kuatngandsi doktrin ulama
(politik Islam) pada saat proses legislasi UUP mudian faktor politik hukum
Indonesia terhadap UUP tersebut. Selanjutnya daelakebahasaan UUP No. 1
Tahun 1974 masih menimbulkan multi-interpretasiirsggde dalam memahami
konsepsi pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 maupun pasan 5 di dalam KHI
masih menimbulkan pro-kontra mengenai keabsahatu gganikahan dan juga
dilema akan status pencatatan nikah. Selanjutniikak&lUP dihubungkan dan
dipahami secara induktif (satu kesatuan yang utieingan pasal-pasal yang ada,
nampak adanya ketidaksesuaian, maka masih ada g&man bahwa pencatatan
nikah sebagai syarat sah suatu pernikahan. Seoauan peraturan perundang-
undangan di Indonesia memunculkan apa yang disiialisme hukum, hal ini
disebabkan oletegal pluralismyang ada di Indonesia.
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b ta t te titik di bawah
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< Ya Y Ye
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EEREN Ditulis Jizyah
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-k&t@b yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zdlagt lan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandan@l™ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

Al S el gyl Ditulis karanah al-auliya

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatkakrah, dan dammah
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s R ditulis i
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan yang esensial bealiddpan
manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarafh&k membentuk
keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusituk memenuhi
kebutuhan seksualny@leh karena itu, agar hakikat perkawinan tidak
mengarah pada hal-hal yang negatif, maka sangatrldiig@n adanya
pengaturan tersendiri tentang perkawinan ters&maliagai konsekuensi logis
bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkamh(echt staaf’
bukan berdasarkan kekuasaapowel), maka seluruh aspek kehidupan
masyarakat haruslah diatur berdasarkan hukum satahya adalah mengenai
perkawinan.

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal o (adyaindang-
undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ada&hnkahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai su@midengan tujuan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiakd&al berdasarkan

1 Wasman dan Wardah Nuroniyatjukum Perkawinan Islam di Indonesia,
Perbandingan Figih Dan Hukum Positify ogyakarta: Teras, 2011), him. 29.

?> Negara hukum yang dimaksud adalah negara yangrbelidatas hukum dan
menjamin keadilan bagi masyarakat, keadilan darummukersebut disamping sebagai satu
kesatuaniftergral) juga sebagdntergrateddengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang
menjadi dasar bagi negara merealisasikan tujuanMenurut Kansil hukum mengabdi
kepada tujuan negara, oleh karena isi pokok didaamadalah mendatangkan kemakmuran
dan kebahagiaan pada rakyatnya, dalam melayanartupegara tersebut yaitu dengan
menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban” sebayarat pokok untuk mendatangkan
kemakmuran dan kebahagiaan. Lihat C.T.S KaRgihgantar lImu Hukum dan Tata Hukum
di Indonesiacet. Ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), him. 41

1



Ketuhanan Yang Maha E3@i dalam agama Islam, perkawinan merupakan
salah satu perikatan yang telah disyari'atkan. Haldilaksanakan untuk
memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjersikke dalam perzinaan,
perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sdagd ataumisagan
galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannyerupakan

ibadah? Seperti dinyatakan dalam firman Allah:

L s Lee Gl g Sy ol e oSGl U1 oS0, 1580 AU Ly
el g 1S Wl Lagie o g
Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, ratka nikah
dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yangtralen Begitu
pentingnya akad nikah hal ini ditempatkan sebag&hssatu rukun nikah
yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syéedttwa akad nikah itu
harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar infiigitm Islam tidak mengenal
pencatatan perkawindnWalaupun al-Quran telah menganjurkan pencatatan
dalam transaksmuamalahdalam keadaan tertentu. Seperti dalam surat Al-

Bagarah:

705 o o) (L ety oz 513 el ) Ll

* Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang PerkawiresalR.

* Lihat dalam KHI Bab Il, Pasal 2.

> An-Nisa' (4): 1.

® Khoiruddin NasutionStatus Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Reamg-
undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonedén Malaysia(Jakarta-Leiden:

INIS, 2002), him. 139.

"Al-Bagarah (1): 282.



Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatakan
ini adalah giyas. Qiyas menurut bahasa berarti gukar sesuatu dengan
sesuatu yang lain untuk diketahui adannya persamraana keduannya.

Tantangan yang kini dihadapi oleh negara Indonesikenaan dengan
hukum yang mengatur tentang perkawinan, yakni mdiggmukan peraturan-
peraturan yang masih ambigu, tidak secara jelas tigas dalam
mengaturnya, sehingga berimbas pada multi-inteapredalam memahami
undang-undang. Kondisi yang demikian tentunya akaengakibatkan
polemik berkepanjangan yang berimplikasi pada pamalm yang dualis
terhadap interpretasi undang-undang.

Persoalan dualisme hukum secara nyata telah diteanpdalam teks
undang-undang, dalam hal ini adalah persoalan pemacanikah baik didalam
regulasi UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayatd#h) (2) maupun dalam
KHI pasal 4, 5, 6 dan 7 yang secara eksplisit rabatkan akan syarat sah
perkawinan dan pencatatan sebagai ketertiban asimaisii Keabsahan
pernikahan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dijelasl@am beberapa pasal,
yakni pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “perkawinan laddasah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanyzedparcayaanya it.f".
Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, malk thda perkawinan
diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masingagga dan
kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundanmgengan yang berlaku

bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, njsega tidak

¥ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2(aya



bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU® N Tahun 1974.
Kemudian pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “igp{perkawinan dicatat
menurut perundang-undangan yang berlakuRencatatan perkawinan
menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah aebagncatatan
“peristiwa penting”, bukan “peristiwva hukum”. Hahiidapat terlihat jelas
dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undadgng No. 1 Tahun
1974, seperti kutipan langsung berikut.

Undang-undang ini menyatakan, bahwa suatu perkavnadalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing aggma dan
kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap @etkan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berR&ncatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatativp&iperistiwa penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, ti@mgang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang ¢ligaiat dalam daftar
pencatatan.

Bagir Manan, mengemukakan bahwa perkawinan yangasiafah
perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 aydtrilang-undang No.1
Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempuahyaat hukum yang
sah puld® Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Niah@in 1974

menurut Bagir manan, bukan lagi peristiwa hukunu atgarat hukum, karena

° Wasman dan Wardah Nuroniyaljukum Perkawinan Islam di Indonesia,

Perbandingan Figih Dan Hukum Posi{lf ogyakarta: Teras 2011), him. 45-46.

' Bagir Manan, “Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawifatar orang Islam
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" makalsantpaikan dalam Seminar
Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam sistekuiuNasional Antara Realitas dan
Kepastian Hukum”, yang diselenggarakan MahkamahnggRepublik Indonesia, di Hotel
Redtop, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009, him. 1.



perkawinan sebagai peristiva ditentukan oleh aggmarkarena itu
(pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akempunyai akibat hukum,
apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinag tgah dilakukan
menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyatakan bahw
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menunkuim Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Ta@@4"1* Pasal 5 ayat (1)
“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masydrakslam setiap
perkawinan harus dicatat”. Ayat (2) menyatakan: rnif2¢atan perkawinan
tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai&anblikah. Sebagaimana
yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 184éndang-undang No.
32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “Unteknenuhi ketentuan
dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkhadapan dan di
bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Atas dasar pemaparan di atas, dapat dikemukakawabalmusan
pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang dalala perkawinan
menurut hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat (1) KHEebigkan perkawinan
harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan danjdtasan Umum angka 4
huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentanggvérian sebagaimana
dikutip di atas. Tetapi kata harus dicatat dalamjélasan Umum angka 4
huruf b tersebut adalah tidak berarti pencatatakapenan sederajat atau

sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan seépentukan dalam pasal

" bid., 437.

2 KHI, Pasal 4.



2 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974, sehingga tidakniqgikasi pada sah atau
tidaknya perkawinaffAkibat regulasi di atas nampak jelas berimplikasi
secara administratif, yakni terhadap keabsaharal{tag) suatu perkawinan
yang dilakukan menurut hukum Islam yang tanpa dtkan.

Terkait persoalan status pencatatan nikah, sangadiisi persoalan
tersebut masih menyisakan permasalahan dikalangaparakat muslim yang
melangsungkan perkawinan dengan tidak dicatatkamgate argumentasi
bahwa sahnya perkawinan bukanlah dicatatkan atkak,titetapi agamalah
yang menjadi tolak ukurnya. Hal tersebut dapat bdibkan karena sikap
kompromistis dalam pembentukan UU Perkawinan ant&asiompok
nasionalis-konservatif dan para tokoh pemuka agkaan yang bersepakat
dalam menentukan prinsip-prinsip kesahan perkawyzany didasarkan pada
ajaran agama, tetapi disatu sisi undang-undang yaeatkan perkawinan
harus dicatatkan, agar perkawinan sah dihadaparaegngan segala akibat
hukumnya.

Akhirnya hal ini berakibat pada multi-interpretadan dualisme
tentang status pencatatan nikah dalam bingkai &padencatatan nikah
menjadi penentu keabsahan pernikahan? ataukah hpeyakahan sah
menurut hukum agama dan kepercayaanya saja. Rersdalatas telah
memasuki persoalan teoritis, dimana pada satu &icatatan nikah
merupakan kebutuhan demi ketertiban hukum dalanyanalsat, sedangkan

pada sisi lain eksistensi keabsahan perkawinan agaesuai dengan teks

® Neng DjubaidahPencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicata¢nurut
Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islaret. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.
218-219.



yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UUP) menuntiik diakui, baik
tercatat maupun tidak tercatat. Secara politis tdidan teori untuk
menempatkan perkawinan pada posisi hukum yang tepsmiai dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini terdapat hudmungntara produk
pencatatan nikah dengan kekuatan hukum yang bgregi@adungan hukum
dan pembuktiannya. Pemahaman-pemahaman yang denmdkian dapat
melahirkan sebuah konsep dualisme dalam mengietagikan dan
mengaplikasikan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mehamat penyusun
persoalan dualisme hukum dalam peraturan pencai&ah menjadi menarik
untuk ditelaah lebih mendalam. Penyusun merasaritexintuk mengkaji isu
tersebut dan menunangkannya dalam skripsi denghuh fDualisme Hukum
di Indonesia: Kajian tentang Peraturan PencatatkahNdalam Perundang-

undangan’.
. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah ters#batas, dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa aspek-aspek yang menyebabkan munculnya dualiboi@im
terhadap paraturan pencatatan nikah dan bagainsaeé tersebut relevan
antara yang satu dengan yang lain?

2. Faktor apakah yang menimbulkan dualisme hukum mudiclndonesia

secara umum, termasuk peraturan pencatatan nikah?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Mendeskripsikan aspek dualisme hukum terhadap petacanikah.

b. Untuk menemukan faktor-faktor penyebab munculnyaalisione
hukum dalam peraturan pencatatan nikah.

2. Kegunaan

a. Memberikan pemahaman dan kayakinan secara tedkijsada
masyarakat dan khusunya kepada penulis sendirarignperaturan
perundang-undangan pencatatan nikah sebagai timdakeum yang
harus dilakukan agar mendapat perlindungan hukum.

b. Sebagai usaha pembinaan akan kesadaran hukum,sklgashukum
positif agar dijadikan input serta perubahan sikigm paradigma
selama ini tentang prosedur pencatatan nikah.

c. Bagi pemerintah, kajian ini diharapkan memberikaantkbusi
gagasan pemikiran, sebagai ide dalam perbaikan nukasional
secara lebilprogresifdanakomodatif Sehingga setiap produk hukum
yang dihasilkan mempunyai relevansi secara yuridissial, dan

religius.
D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan taghadanyak
literatur dan karya-karya ilmiah, dalam pencermapamyusun, sejauh ini
walaupun sudah ada yang membahas tentang pencatieddin namun belum

ada kajian komprehensif yang membahas masalahsthealhukum dalam



aspek pencatatan nikah dalam konteks kekinian secpesifik tema
metodologi yang bisa menampakkan adanya dualismeinimuperaturan
pencatatan nikah dalam hukum positif (UU Nomor hdra 1974). Dalam
telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karygal mengenai pencatatan
nikah, untuk memastikan orisinalitas sekaligus gabaalah satu kebutuhan
ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan d@sasan pembahasan
informasi yang didapat.

Pencatatan nikah pada dasarnya sudah banyak dibdahadianalisa
oleh para akademisi maupun pakar hukum. Bebergmnkmng membahas
masalah ini misalnya, karya Mahmud Syaltut. Dalarkumya yang berjudul
Al-Fatawa Dirasah al-Musykit al-Muslim al-Muasir fi-Hayatihi - al-
Yaumiyah aldmmah dijelaskan bahwa perkawinan digolongkan pada dua
macam vyaitu nikah sirri dan nikalrf. Perkawinan yang telah memenuhi
syarat dan rukun sebagaimana telah ditetapkan fulghha’ serta telah
dilengkapi dengan catatan dalam buku resmi, makanhdinamakan nikah
urf, sedangkan perkawinan walaupun dicatatkan daldm kesmi tetapi ada
unsur merahasiakan, maka dinamakan ngah™*

Buku karya Khoiruddin Nasution yang berjudiiukum Perdata
(keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan HukuenkBwinan di Dunia
Muslim, menyebutkan bahwa tentang pencatatan perkawiadamdkitab-
kitab fikih konvensional tidak ditemukan. Dalam dekks Perundang-

undangan Indonesia yang berbicara tentang pencapeikawinan tampak

" Mahmud SyaltutAl-Fatawa Dirasah Muskilat al-Muslim al-Musir fi- Hayatihi
al-Yaumiyah aldmmabh cet. Ke-3 DPar-al-golam,tt), him. 269-271.
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bahwa fungsi pencatan hanya sekedar urusan adrmiifijsbukan sebagai
syarat sah atau tidaknya pernikahan (akad nika&ty&i pada penjelasan UU
No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa peratueaim@&ang-undangan
termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnyd akaah. Akibat dari
keraguan ini muncul keompok lain yang mempertanydiagsi pencatatahi.

Buku yang berjudulHukum Islam di Indonesj&karya Ahmad Rofiq,
juga menjelaskan bahwa pernikahan yang hanya mdmeparat dan rukun
yang terdapat dalam hukum Islam (figih) dengan daapgncatatan tentu akan
menimbulkan suatu praktik kawisirri, poligami liar. Namun demikian
pencatatan nikah masih dianggap sebagai syaranhisdrafif°

Begitu juga dalam bukWwndang-undang Perkawinan dan Masalah
Pelaksanaanya (Ditinjau dari Segi Hukum Islakayya Saidus Shahar, bahwa
terdapat dua konsepsi dalam sebuah perkawinan, gargma perkawinan
dapat dikatakan sah apabila yang bersangkutan n(cal@mi-istri) telah
mencatatkan sesuai dengan hukum yang berkadua perkawinan tidaklah
tergantung pada pencatatan, karena pencatatan rikaljalah sebagai
penyuluhan. Jadi dalam konsepsi yang kedua, penkawiergantung pada

syarat dan rukun keagaman.

" Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan

Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Mus(iffogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA,
2009), him. 321, dan 338.

'* Ahmad Rofig,Hukum Islan di Indonesi@Jakarta: Rajawali Pers, 1998), him. 107-
121.

Y H. Saidus SyaharUndang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya
(Ditinjau dari Segi Hukum Islam)Bandung , 1981), him. 89, dan him. 19-21.
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Buku karya Andersonjslamic Law in the Muslim Worldyang
menyatakan bahwa pencatatan sebagai hal yang saegding untuk
menekan angka perkawinan anak dibawah umur, sehiaggd nikah harus
didaftarkan. Begitu juga dalam rangka membatasi bédnkan untuk melarang
perkawinan poligami, di samping juga sebagai upayduk mengatasi
persoalan perbedaan umur yang sangat jauh di alakirtaki dan pihak
perempuan (calon suami-istetf).

Karya yang berbentuk skripsi yang membahas tenfaamgcatatan
nikah yaitu: “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Huklinndonesia: Studi
Perbandingan antara Figih dan Undang-undang Nomdmhun 1974
Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa penting pe&taa nikah dalam
kehidupan berumah tangga dalam konteks negara, tergang perbedaan
konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hugasitif (Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974) dan hukum Islam (figif)i segi kekuatan
hukumnya.

Pencatatan nikah juga pernah menjadi tema skrigeg yberjudul:
“Maslahah Pencatatan perkawinan: Tinjauan hukumamisl Terhadap

Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasalt 223 Undang-undang

'® J.N.D. AndersonHukum Islam di Dunia Moderrerjemah Machnun Husein, cet.
Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), him. 57.

1% saiful Ridzal, “ Pencatatan Perkawinan Sebagae®idiukum di Indonesia; Studi
Perbandingan Antara Figh dan Undang-undang Nonibatun 1974” Skripsi lAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 tidak dipublikasikaim. 6.
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No. 1 Tahun 1974% Skripsi ini menjelaskan sejauh mana unsur-unsur
maslahah dan madaratnya ketika perkawinan tidak dicatati@kripsi lain
yakni yang berjudul: “Perspektif Hukum Islam TerhpdPencatatan Nikah
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 mah874 Tentang
Perkawinan (Studi Analisis Ushul Figh}".Di dalam skripsi ini dijelaskan
bahwa ketika perkawinan yang tidak dicatatkan ghkandilihat dari konsep
magqasid al-syari’ah akan mendatangkan berbagaimadaratarbaik terhadap
isteri maupun status dan hak anaknya.

Skripsi karya Adib Bahari yang berjudul: “Analisfsdas Ketentuan
Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undafajg
Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor Lrnrd874 tentang
Perkawinan'? Skripsi ini menjelaskan ketentuan hukum dan dpearikiran
ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU 1973JtdaNo. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan serta pandangan hukum IslamainSetu juga

menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadperubahan ketentuan

pencatatan nikah dalam legislasi RUU 1973 menjadiNd. 1 Tahun 1974.

?® H. Taufiqurrahman, “ Maslahah Pencatatan Perkawiffamjauan Hukum Islam
Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya depgsed 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974'SkripsilAIN Sunan Kalijaga tahun 1998 tidak dipublikasik&lm. 7.

>’ Muhammad Mahfudhi, “Perspektif Hukum Islam Terhad@encatatan Nikah
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 mafir4 Tentang Perkawinan (Studi
Analisis Ushul Figh)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 tidak
dipublikasikan, him. 5.

22 adib Bahari, “Analisis atas Ketentuan Hukum Peatat Perkawinan dalam
Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 ddangd-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan'Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, tidak
dipublikasikan, him. 6.
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Letak perbedaan dengan skripsi yang penyusun lakidekarang
adalah pada pokok masalah itu sendiri. Karena yamgnjadi fokus
pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimeelihat aspek-aspek
dan faktor-faktor munculnya dulisme hukum dalamaperan pencatatan
nikah dalam perundang-undangan di Indonesia khasungang-undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembahasan mengenai pencatatan nikah di dalam-Kiigdb figih,
dapat dikatakan tidak ada, pembahasan pencatatan tgamuat di dalam
hukum Islam masih sekedar kegiatan bermuamalahauBejni hanya
ditemukan konsep nikasirri dalam kitabal-Madawwanah, karangan Sahnun
(160-240/776-854), dan pembahasan tentang fungsi galam perkawinan
olehfugahalain® Hal ini disebabkan karena memang tidak ada nals,aba
Qur'an maupun al-Hadis yang secara eksplisit maslgin masalah ini.

Sejauh pencermatan penyusun dan hasil telaah pusiakatas,
pembahasan mengenai pencatatan nikah sudah baikggik mamun kajian
yang membahas secara komprehensif dan spesifiangrdualisme hukum
dalam peraturan pencatatan nikah dalam perundas@agan belum ada.
Oleh sebab itu penyusun berasumsi bahwa pendiiiaelatif baru dan layak

untuk dikaji.

** Khoiruddin NasutionStatus Wanita di Asia Tenggatam 139.
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E. Kerangka Teoretik

Hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekaa pahidupan
sosial masyarakat itu sendiri, yakni sebagai savatak melayani hubungan
di antara sesama anggota masyarakat sehingga aerkepastian didalam
lalu-lintas hubungan itu. Dengan demikian mudalukirdimengerti, bahwa
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyapada gilirannya akan
menyebabkan pula akan terjadinya perubahan padanhukang harus
melayani masyarakat.

Perkawinan merupakan wilayamuamalahyang pada hakikatnya
memerlukan sebuah upaya perubaHaw (efornm) dan penyesuaian dengan
tuntutan dan perkembangan zaman. Maka upaya reformzkum [aw
reform) menjadi sebuah keniscayaan sebagai resoluspdetembangan dan
dinamika kehidupan dalam bidang perkawinan.

Konsepsi di dalam agama Islam, hukum perkawinanupadan
bagian integral dari syari’at Islam, yang tidakpteahkan dari dimensi akidah
dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkarinngin mewujudkan
perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadrkgeinan yang
bertauhid dan memiliki nilairansendentadan sakral untuk mencapai tujuan
perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'airisla

Korelasinya dengan hal tersebut di atas, mengimgiatingnya peranan
perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklamarh apabila

perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan bakunut hukum Islam

** Satjipto RaharjoHukum dan MasyarakgBandung: Angkasa, 1980), him. 11.
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(figih) maupun hukum positif (UUP No. 1 Tahun 1984paya sesuai dengan
tujuan perkawinan itu sendiri. Akan tetapi suatwdwok hukum harus
merupakan konsensus bersama antara rakyat dengmman@emerintah).
Kontrak sosial atas produk hukum harus mengakonmoaiées-nilai yang
hidup serta atakemaslahatanrakyat. Dengan demikian produk hukum
tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan. Phda tzerikutnya negara
sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyateggunyai otoritas
untuk menerapkan dan melaksanakan hukum tadi dengeagala
konsekuensiny&

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawyaag dimiliki
Indonesia adalah merupakan usaha bangsa Indoeesi lembaga legislatif
untuk memiliki suatu unifikasi dan kodifikasi hukudalam dalam bidang
perkawinan, hal ini berangkat dari beragamnya pematperkawinan dalam
hukum Islam menjadikan keputusan yang berbeda-bpd& dalam
memecahkan suatu permasalahan hukum di Indonebsigardping rasa
keadilan serta di dalamnya kurang memberikan kepashukum dan
kekuatan hukum, serta dualisme hukum menjadi sekaalscayaan akibat
hal tersebut diatas.

Sikap bangsa Indonesia, terutama umat Islam, tephashdang-
undang perkawinan (hukum positif) seharusnya tundak patuh. Sesuai
dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpial @mri) setelah taat

kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya:

ZCTS Kansil,Pengantar lImu Hukum dan Tata Hukum Indongsiat. Ke- 7
(Jakarta: Balai Pustaka, 1986), him. 62-63.



16

200 San N1 gl g J g ) Vgl g ) Vg gl il L,

Pencatatan nikah sebagai sesuatu hal yang tidakbulisan
ketentuannya secara eksplisit di dalam hukum Igkqrh), akan tetapi telah
diproyeksikan dan telah menjadi ketetapan pemérifdil amriy’’ sebagai
sistem hukum di Indonesia (hukum posffifsewajarnya untuk dipatuhi selagi
hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluargaudtukkemaslahatan
bagi manusia, baik selaku makhluk individu maupwkintuk sosial.

Adanya pencatatan nikah tersebut, negara dalamnhalemerintah
telah melihat kepentingan yang sangat besar yaiand konteks berbangsa
dan bernegara. Pencatatan nikah juga berkaitan demtgan data
kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, parae, serta berhubungan
juga dengan status anak atas hak kewarisan dagasep@ Dalam artian jika

terjadi perselisihan didalam suatu keluarga dapatakakan upaya hukum.

*® An-Nisa’ (3): 59.

7 Ulil Amri adalah pemegang kekuasaan, pemegang kdmaremegang keputusan
atas perkara, pemegang otoritas, kepada siapa kausiim harus taat, kecuali untuk
mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka K.H MoenawdrolC salah seorang ulama’
semarang dengan mengutip dari ulama’ Mesir (SyaMbhammad Abduh, Syaikh
Muhammad Rasyid Rida, Ustad al-Hakim, Syaikh Taatdallauhari) bahwa Ulul Amri yang
wajib ditaati adalah 1. Raja-raja dan kepala pemenan yang taat kepada Allah dan
Rasulnya 2. Para Ulama’ dan raja yang menjadi sumbekan keputusan para raja-raja 3.
Para amr dizaman Rasulullah SAW dan sepeninggabbérpindah kepada khalifah, qodhi,
komandan militer 4. Para ahli ijtihad tentang hukagama atau yang disebut Ahl al-halli wa
al-agdhi yaitu mereka yang memiliki otoritas untulenetapkan hukum 5. Para raja yang
benar dan kepala negara yang adil, sedang yanignztiddk wajib ditaati. Jadi ulil amri yang
wajib ditaati oleh segenap ummat pada tiap-tiapanitaisbukanlah para hakim dan bukan pula
para ulama’ ahli ijtihad saja, sekalipun merekaajutidalamnya. Tetapi yang dikehendaki
dengan ulul amri itu ahl al-hal wa al-aghdi danigpkaum muslimin yang terdiri dari beberapa
pula orang yang mempunyai keahlian atau mempunygstitnewaan dalam ilmu
pengetahuan. M. Dawan Raharimsiklopedi al-Qur'an (Tafsir sosial berdasarkannkep-
konsep Kuncj)cet. Ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2002), him. 48Y-4

® Amir Syarifuddin,Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Isl@Padang: Aksara
Raya, 1990), him. 134-135.
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Karena dengan adanya akta nikah tersebut sebagabuaitti yang sah dan
para pihak akan mempunyai kekuatan hukum diperagadiuntuk
mendapatkan hak-haknya.

Langkah yang paling tepat diambil oleh negara dataemanggapi
realitas seperti ini adalah perkawinan harus mifalbsedur (undang-undang
yang berlaku). Lebih khusus lagi pencatatan nika&nupekan langkah yang
sangat strategis untuk mencapgemaslahatanbagi masyarakat dengan
terlindunginya setiap hak-hak yang melekat kepaaaimylah suatu kebijakan

yang diambil oleh pemerintah, sesuai dengan kaidah:
Pimlall bgs e N e sVl O oS

Berdasarkan kaidah di atas, dapat diambil kesinmpbl@hwa pihak
yang mempunyai otoritas (pemerintah) lebih mengedkgn kemaslahatan
ummat di dalam membuat kebijakkan di dalam bidgvepan, salah satunya
adalah mengenai perkawinan. Walaupun pencatat&awian yang secara
tekstual tidak ada ketentuannya dalam hukm Islaahk&n dalam al-Quran
dan Hadis. Namun Indonesia bukan berarti telah n@mihukum yang
menyimpang dari ketentuan syari'at Islam, namurabé&enar selaras dengan
esensimaqa’sid asy-Syari'ahsebagai statemen Muhammad Abu Zhhr
yang dikutip Asafri Jaya Bakri bahwa tujuan hukurslain adalah
kemaslahatan, tak satupun hukum yang disyari'atk@k dalam al-Qur’an
maupun Sunnah melainkan di dalamnya untuk kemaslah&al ini sesuai

dengan yang diungkapkan oleh as-Syatibi

?* Ali Ahmad Annadwi,al-Qawaid al-Fighiyah (DamaskusDar al-Qolam, 1986),
him. 138.
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Berdasarkan konsep siyasah syar’iyah yang secdeatsma diartikan
bahwasiyasah syar’iyah sebagai ketentuan kebijaksanaan yang berdasarkan
pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkdat.symmentara para
fugahga sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikattyasah syar’iyah
sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukanakelpijkebijakan politik
yang mengacu pademaslahatammelalui peraturan yang tidak bertentangan
dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdaplayahg khusus untuk
hal itu®* Maka peraturan pencatatan nikah menjadi kewenapgarerintah

dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan daolaiekemudharatan.

. Metode Pendlitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan sebuah metode yasuai dengan
obyek yang akan dibahas. Metode ini merupakan sa#h cara untuk
bertindak dalam mengerjakan sesuatu penelitianr &ggiatan penelitian
dapat tersusun secara sistematis dan terarahggahimendapatkan hasil yang
optimal dan memuaskan. Adapun metode yang akannakgun dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaklargry research

yakni dengan jalan melakukan penelitian terhadapbsu-sumber tertulis,

*® As-Syatibi,al- Muafagat fi Usul al-Syari’ah, juz 1 (Beirut:Dar al-Ma’rifah, tt), 1:
54.

*' Abdul Wahab Khallaf, A/-Siyasah al-Syar’ivah (Beirut: Dar al-Kutub As-
Syari'yyah, 1989), him. 15.
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maka penelitian ini bersifatdeskriptif-analitik Dalam penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undsau sumber

tertulis lainnya seperti buku-buku, dokumen dan-lain.

. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kpdiiikum dan
yuridis-normatif yakni pendekatan masalah yang akan diteliti denga
mendasari pada peran dan pengaruh politik hukurandgenyusunan

regulasi perundang-undangan di Indonesia.

. Sumber Data

Sebagai penelitian pustakdibfary research), studi ini akan
difokuskan pada penelusuran dan penelaahan liteisgtta bahan-bahan
pustaka yang relevan dengan masalah pencatatam aelkam perkawinan
yang meliputi aturan yang terdapat dalam UUP N®alun 1974 (hukum
positif) dan KHI.

a. Data Primer, yaitu keseluruhan bahan hukum bentindang-undang
No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

b. Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh Hiatu/kitab,
artikel-artikel, makalah, skripsi serta pendapatappakar hukum
keluarga dan sumber lain yang yang ada relevansihgagan
permasalahan guna mendukung penyusunan skripsi ini.

. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan kelsatur

bahan hukum yang bersifat yuridis dengan teknikudoéntasi. Dalam
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penulisan skripsi ini, maka dokumentasi yang dimdkgaitu Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok PerkawdaanKompilasi
Hukum Islam (KHI).
5. Teknik Analisis Data
Dari hasil penelitian kepustakaan yang telah tepuinkemudian
dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaagsifat induktif. Metode
ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggian dualisme

hukum peraturan pencatatan nikah dalam perundadgdgrgan.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memperoleh hasil penelitian ysisgematis dan
baik, dalam menelaah, menganalisa dan menelitiampaknbahasan skripsi ini
dibagi menjadi lima bab yakni.

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai tinjauan umum
mengenai permasalahan yang akan dibahas terdiliatr belakang masalah
yang didalamnya mengupas permasalahan dualismarhpkuncatatan nikah
dalam perundang-undangan. Perumusan suatu poko&lahadujuan dan
kegunaan diadakannya penelitian ini. Setelah ianflitkan dengan metode
penelitian, metode analisis data, dan diakhiri dengjstematika pembahasaan
untuk mengarahkan para pembaca kepada esensitiaeniei

Bab keduadalam bab ini akan diuraikan tentang perkawinalard
perundangan-undangan di Indonesia, yang mencakoged&n, rukun dan

syarat perkawinan, serta tujuan dan prinsip penkamwi
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Bab ketiga,tinjauan pencatatan nikah dalam Undang-undang No.1
Tahun 1974 dan KHI, pembahasanya mulai dari peilagepencatatan nikah,
fungsi dan tujuannya, aspek-aspek dan faktor-fakdomlisme hukum
peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan

Bab empat menganalisis dualisme hukum dalam sistem hukum
nasional, pembahasaanya mulai dari sistem hukumindonesia dan
perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia termdsrisepsi peraturan
pencatatan nikah dalam perundang-undangan di Isgodalam rangka untuk
mengetahui dualisme hukum dalam sistem hukum nalsio

Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir yang berisi pgnyang

terdiri dari kesimpulan, dan saran.
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PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan menghraisme
hukum peraturan pencatatan nikah dalam sistem g@engaundang di
Indonesia yakni dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupomppilasi Hukum
Islam (KHI), sebagaimana telah diuraikan di dalaab-bab sebelumnya,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas peflam@sayang diajukan
dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah akhir dari
dialog panjang bangsa Indonesia tentang hukum wérka. Hal ini
disebabkan karena adanya perbedaan pendapat menk@msepsi-
konsepsi yang ada dalam undang-undang perkawinarg yendak
dibentuk. Salah satu hal yang menjadi fokus pertd@bdan memakan
waktu lama dan dialog panjang dalam proses legisiadang-undang
tersebut adalah mengenai konsepsi keabsahan daata@m nikah. Di
satu sisi ada yang menghendaki pencatatan nikafadiesyarat sah suatu
perkawinan, tetapi ada yang menghendaki konsepshlat bertentangan
dengan hukum Islam.

2. UUP No. 1 Tahun 1974 maupaun KHI, masih menampalddanya
ambiguitas dan ketidakjelasan konsepsi-konsepditaigra mengenai
peraturan pencatatan nikah. Yakni pasal 2 ayaafl2) tidak jelas dalam

menempatkan status pencatatan nikah dan bertentadegayan bab IlI

86
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pasal 13 sampai pasal 21 dan bab IV pasal 22 sapagal 28 masing-
masing tentang pencegahan dan batalnya perkawitesal 29 tentang
perjanjian perkawinan bertentangan dengan ketentiataam KHI pasal
45, sehingga terjadi multi-interpretasi dan protkmmengenai keabsahan
suatu pernikahan dan juga dilema akan status peacanikah adalah
merupakan implikasi dari sifat kompromistis dan dag beraninya
pemerintah dalam proses legislasi undang-undasgtiet.

. Dualisme hukum dalam peraturan pencatatan nikakbdixkan oleh
beberapa aspek dan faktor. Aspek kebahasaan ypagydnakan dalam
penyusunan aturan terkait pencatatan dan ketidakseln antara satu
pasal dengan pasal yang lain adalah dua aspek wyagberikan
sumbangan terhadap adanya dualisme. Adapun fattorf yang
berpengaaruh terhadap munculnya dualisme dalamegengeraturan
pencatatan nikah adalah karena kuatnya doktrirlasiau (politik Islam)
pada saat maupun sesudah legislasi peraturan uérdah juga faktor
politik hukum yang ada di Indonesia.

. Secara umum, peraturan perundang-undangan di lsdomemunculkan
apa yang disebut dengan dualisme hukum. Ada bebexgsan hal ini
terjadi disamping Indonesia adalah bukan negamalesedan juga bukan
negara teokratis akan tetapi Indonesia adalah aegmng berdasar cita
Pancasila, dimana hidup keragaman etnik, budayaadama. Selain itu
juga, negara Indonesia adalah negara pluralis dinsegstem hukum yang

dianut oleh Indonesia tidak hanya satu, akan tesapi sistem hukum



88

Adat, sistem hukum Barat dan sistem hukum Islanméddia masing-
masing sistem hukum tersebut mempunyai tempat deangyang sama di

dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional.
B. Saran

1. Bagi seorang muslim yang ingin melangsungkan peh@k hendaklah
melalui prosedur pendaftaran/pencatatan nikah kgawa Pencatat
Nikah. Walaupun ketentuan pencatatan nikah tidagarse eksplisit
disebutkan didalam al-Quran maupun al-Hadis, nardatfam hal ini
pemerintah sebagai pemegang otoritas tertingdh telelihat kepentingan
yang besar terhadap rakyatnya. Persoalan pencatdah adalah hal
yang urgen dalam perkawinan, karena berkaitan demd@bat hukum
yang timbul dari adanya suatu ikatan perkawinan.

2. Perlu adanya sosialisasi lebih intens dan maksyara menjamah seluruh
elemen masyarakat mengenai pencatatan nikah, ag§satrIndonesia
menjadi masyarakat yang sadar akan hukum, karenadigma
masyarakat mengangap bahwa tidak perlu nikah itushdicatatakan,
karena nikah tanpa dicatat juga sudah sah sesngadenukum agama
maupun undang-undang dan mereka berasumsi untukhmneiari hal
yang birokratis yang berbelit-belit dan biaya mahsgérta lama

pengurusannya.
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Lampiran |

DAFTAR TERJEMAHAN

No. |

HIim.

| Fn. |

Terjemahan

BAB |

2

5

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada ri-oha
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,d#an
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari p

ada

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
mengawasi kamu.

dan

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu
melakukan utang piutang untuk waktu, hendaklah kamu

menuliskannya.

15

26

Wabhai orang-orang yang beriman! TaatilalamAldan

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang

kekuasaan) diantara kamu.

17

29

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya adakatpijak
pada kemaslahatan.

17

30

Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahg
hamba.

BAB Il

32

25

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepadangaran
(yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang pe
kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan ke
kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang
maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu den
senang hati.

ata

nuh
pada
hat
gan

BAB Il

42

18/19

Tiada sempurna suatu kewajiban kecuali dern
sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi

gan
vajib

hukumnya.




Lampiran ||
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Adalah seorang ulama’ Mesir pada Tahun 1356, yaremifiki

reputasi internasional di bidang Figh dan dakwdhnisterutama melalui
karyanya yang monumental yakRigh as-Sunnahbeliau lahir di Islanka
bertemu dengan Khalifah ketiga yaitu Usman bin AffaWalaupun
keluarganya sebagai penganut mazhab Syafi'i aketapitas-Sayyid Sabiq
lebiyh memilih atau mengambil mazhab Hanafi padavétsitas Ummu al-
Qarra’ Makkah hingga sekarang.

2. Mahmud Syaltut

Adalah salah satu dari sejumlah Syaikh al-Azhapaedang yang
mereformasi dan memulihkan al-Azhar dari kemunduyan yang
berlangsung selama abad kesembilan belas dan mekebali peran
lamanya sebagai partisipan aktif dalam pendidikaidiaya dan politik Mesir.
Syaltut mencatat prestasinya sebagai Syeikh al/A@@68-1963) di mana
selama masa jabatannya, al-Azhar mulai mengambtukenodern. Prestasi-
prestasi yang ditorehkan Syaltut yang memiliki daknpanjang terhadap
Mesir dan dunia Islam, meliputi pembentuk@&hMajlis Al-A’la li As-Su’un
Al-Islamiyah (Dewan Tinggi untuk urusan-urusan Islam) yang
mempertemukan untuk pertama kalinya wakil-wakil i ddglapan mazhab
Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zaidi, Ibadi, danahiri) di Kairo pada tahun
1962 guna melakukan diskusi teologis. Syaltut mesgmebahkan sebuah
karya besarnya yaknfafsir Al-Qur'andanAl-Fatawayang sangat terkenal.

3. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan a&prprofesor
Islam yang terkenal lagi agak kontroversi di Syden merupakan seorang
cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundarsigm (Syariah). Beliau
juga adalah merupakan seorang pendakwah di MasgjahBdi Dair Atiah.
Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undadgng Islam dan
sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkadak@m bahasa Inggeris.
Beliau merupakan pengerusi Islam di Fakulti Syaridhiversiti Damsyik
(Damascus University).

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di deBa& Athiyah daera®almun,
Damsyiq Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bem&hsthafa
az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal aterkeshalihan dan
ketakwaannya serta hafidz al-Quran, beliau bekesgdagai petani dan
senantiasa mendorong putranya untuk menuntut Bnbl{anallah)

Beliau mendapat pendidikan dasar di Desanya, Rdmlan t1946, pada
tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syalidbamsyiq selama 6
tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah maheya, yang dijadikan



modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan$Baheab di Azhar dan
Fakultas Syari’ah di Universitas ‘Ain Syam dalamkivayang bersamaan.
Ketika itu Wahbah memperoleh tiga ljazah antara iafl). ljazah B.A dari

fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahub6192). ljazah Takhasus
Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitaszalar pada tahun 1957,
(3). ljazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitéin Syam pada tahun
1957.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen diltésk Syari’ah
Universitas Damaskus dan secara berturut - turutjade Wakil Dekan,
kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Figh Islami wazsllaabih di fakultas
yang sama. la mengabdi selama lebih dari tujuhntataun dikenal alim dalam
bidang Figh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah doserape Fakultas
Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yoastak serta pengajar
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Ull). Karyaku yang lahir dari
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah: (Riba dan Poligami: Sebuah
Studi atas Pemikiran Muhammad Abditagyakarta: Pustaka Pelajar, 1996,
(2). Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Reéamg-undangan
Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysiakarta: INIS,
2002, (3).Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural.Yogyakarta: IAIN Sunan
Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002, (Fazlur Rahman tentang Wanita.
Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2002, (5). Edibersama Prof. Dr. H.
M. Atho’ Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi
Perbandingan dan Keberanjakan UUD Modern dari Kidatab Fikih.
Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6flukum Perkawinan |I. Dilengkapi
Perbandingan UU Negara Muslin¥ogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA,
2004, (7). Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdatalarts
Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2007.

. Amir Syarifuddin

Lahir 9 Mei 1937 di Bukit Tinggi, Sumatera BaraelBu menempuh
pendidikan formalnya dari SD Negeri Pakan SinayBwkit Tinggi (tamat
1950), melanjutkan ketinggkat SLTP di Perguruan dldny Padang Panjang
(tamat 1952), lalu melanjutkan ketingkat SLTA dinBielikan Guru Agama
Atas, Bukit Tinggi (tamat 1955). Kemudian “nyantrdi IAIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta hingga meraih sarjana (DFahjun 1964 dan berhasil
meraih gelar doktor dari almaamater yang samagdadality ilmu figh (1982).
Karya tulisnya lebih dari 30 karya ilmiah dalam tdnbuku dan artikel
diberbagai majalah dan jurnal. Diantaranya bukwakgnnya:Pelaksanaan
Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minagiy dan
Pembaharuan Pemikiran dalam Islam



Lampiran I1]

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974
tentang
Perkawinan
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila sertaitaitartuk pembinaan hukum
nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Peraawyang berlaku bagi

Sémua warga negara.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasdhg@ng-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NoMitiPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Reptriditnesia.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.



BAB |
DASAR PERKAWINAN
Pasal 1
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoraigy dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keduatgu rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Msda E
Pasal 2
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menhukium masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratupgmundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 3
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh messglikang isteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seoraagisuntuk beristeri lebih
dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihakgyla@rsangkutan.
Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebihi d@&orang, sebagaimana
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undangnaka ia wajib mengajukan
permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalny
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal imyhamemberi izin kepada
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila
a. isteri tidak dapat memnjalankan kewajibannyagabisteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit ydak tlapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengaddéaagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus mehiesyarat-syarat
berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;



b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjaminrldapekeperluan
hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adiht&p isteri-isteri dan
anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) hanpésal ini tidak diperlukan
bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinty@ak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dadarjanjian;atau apabila
tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-lgmga 2 (dua) tahun atau
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapataijpenidari Hakim
Pengadilan.

BAB ||
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN
Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedoa sgempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yamgnmbenencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedargaua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua menirdjgdaa atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yhmgksud ayat (2)
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang magilp atau dari orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dataa dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin @gedari wali orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hatsudgrah dalam garis
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dhlam keadaan
menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang giamaksud dalam ayat (2),
(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atath ldi@ntara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam hdaenapat tinggal
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas mteiami orang tersebut
dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendemgang-orang yang

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal in
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(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan(&yatsal ini berlaku sepanjang
hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannyadatii yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mgacaimur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (&e#as) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasaldapat minta dispensasi
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang dimirg kédua orang tua pihak
pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salalarge@tau kedua orang tua
tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undandériaku juga dalam hal
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal@ngah tidak mengurangi
yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalan garis keturunan lurubakeah atau ke atas; b.
berhubungan darah dalam garis keturunan menyanygiitig antara saudara,
antara seorang dengan seorang saudara orang tunt@aa seorang dengan
saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaituananak tiri, menantu
dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, analuasyssaudara dan
bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara denganatu sebagai bibi
atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang summisteri lebih dari
seorang; f. yang mempunyai hubungan yang oleh aggargtau praturan lain
yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9
Seorang yang terikat tali perkawinan dengan oramgtidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasaya&@ (2) dan dalam Pasal 4
Undang-undang ini.
Pasal 10
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin Isgiu dengan yang lain

dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantarereka tidak boleh
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dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum,ingasasing agama dan
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak mekantlain.
Pasal 11
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlakgka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut épakan diatur dalam
Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan pengixdadangan tersendiri.

BAB |11
PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal 13
Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yaak temenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pasal 14
(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah pararkgualam garis keturunan
lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pgagampu dari salah
seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkemzan.
(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal mih&k juga mencegah
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorangalan mempelai berada
di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinaebtér nyata-nyata
mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yanmg yang
mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti §gagbut dalam ayat
(1) pasal ini.
Pasal 15
Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masikat dengan salah
satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masihyadperkawinan, dapat
mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengjukatentuan pasal 3 ayat
(2) dan pasal 4 Undang-undang ini.
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Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegatlabgsungnya perkawinan
apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayaPébpl 8, Pasal 9, Pasal 10,
dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengaddiam daerah hukum
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan metabekan juga kepada
pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan meaige permohonan
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasalleh pegawai
pencatat perkawinan.

Pasal 18
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan puRsagadilan atau

dengan menarik kembali permohonan pencegahan pawdgaéilan oleh yang

mencegabh.
Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pei@agbelum dicabut.
Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkaramgsungkan atau
membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetaanya pelanggaran
dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal &l PasPasal 10, dan Pasal 12
Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahdaparan.

Pasal 21
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendagawvdderhadap perkawinan
tersebut ada larangan menurut Undang-undang inkanea akan menolak
melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan sakau @ihak yang ingin
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencpatkawinan akan
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakieaasebut disertai dengan

alasan-alasan penolakannya.



(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhakngagikan permohonan
kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawaiapanperkawinan yang
mengadakan penolakan berkedudukan untuk membepkémsan, dengan
menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebtasi

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengarra asingkat dan
akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan mengupétariakkan tersebut
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinarggiggkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintamgetangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pduak prang ingin kawin

dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksudkaere

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN
Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tdamenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus leedata suami atau isteri.

b. Suami atau isteri.

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawealam diputuskan.

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pa8dlriidang-undang ini dan setiap
orang mempunyai kepentingan hukum secara langsrhgdap perkawinan
tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat diridgngan salah satu
dari kedua belah pihak dan atas dasar masih ad@eykawinan dapat
mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, denglk mengurangi

ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-gridian



Pasal 25
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepadgaB#an dalam
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan daénipggal kedua suami
isteri, suami atau isteri.
Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawacgtat perkawinan yang
tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah ataugydilangsungkan tanpa
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintaksmbatalannya oleh
keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas darns atau isteri, jaksa dan
suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istemldskan alasan dalam ayat
(1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidupdmea sebagai suami isteri
dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidakvenang dan
perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan glenan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibaveaitaman yang
melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan gi®mnan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya pénkawterjadi salah
sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang tdrsaangka itu telah
menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu @njebalan setelah itu
masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidaknpergunakan haknya
untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hajuga.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah kegart Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak beslanggya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan temseb
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b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikai#t,kkecuali terhadap harta
bersama bila pembatalan perkawinan didasarkanaat@sya perkawinan
lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a lbaepanjang mereka
memperoleh hak- hak dengan itikad baik sebelum tkspn tentang

pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB YV
PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 29
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsumgkdua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjitiiistgang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isimj@kiguga terhadap pihak
ketiga tersangkut.
(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bitemaelanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak pefkan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersttiak dapat diubah, kecuali
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan unteakgubah dan perubahan
tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI
Pasal 30
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk mgakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
Pasal 31
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dehgkrdan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidugaf@ dalam
masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan patdn hukum.
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(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibuatutangga.
Pasal 32
(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediamaug yatap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalaat &y) pasal ini
ditentukan oleh suami-isteri bersama.
Pasal 33
Suami isteri wajib saling saling cinta mencintagrihat menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang sgtad yang lain.
Pasal 34
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberilssgala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannyesing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinanadeharta bersama
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dani isigm harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warigdalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihakniela&ntukan lain.
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dagdindak atas persetujuan
kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suamiri istempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum menbartaibendanya.
Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta dedidtur menurut

hukumnya masing- masing.
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BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA
Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b.eRgan dan c. atas
keputusan Pengadilan.
Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan §idBengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiddikadilermendamaikan
kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cuku@albahwa antara suami istri
itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilaiur dalam peraturan
perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada(adyaiasal ini diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelildaa mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan abdd&mana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pimgagimberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biayaeliparaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapalkam kenyataannya
tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilgpatimenentukan bahwa
ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suatuk imnemberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajéuarékas isteri.
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BAB IX
KEDUDUKAN ANAK
Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam stdagai akibat
perkawinan yang sah.
Pasal 43
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanyampunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas sdlayg akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 44
(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anakdykinirkan oleh isterinya,
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya tbfzina dan anak itu
akibat dari perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sakiyé anak atas permintaan

pihak yang berkepentingan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK
Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddiék-anak mereka sebaik-
baiknya
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayppékbal ini berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajib@ana berlaku terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentagiiehhdak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memeliharaumgrkemampuannya, orang
tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnileekaeitu memerlukan

bantuannya.
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Pasal 47
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapansbgléahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kakoagrang tuanya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai aggaibuatan hukum di dalam
dan di luar Pengadilan.
Pasal 48
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak at@mggandakan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang roelerumur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perawkecuali apabila
kepentingan anak itu menghendakinya.
Pasal 49
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat di¢ambwasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertetats! permintaan orang tua
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke d#assaidara kandung yang
telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengartukep Pengadilan
dalam hal-hal :
a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap g@aakn
b. la berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, maresh berkewajiban untuk

memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWAKILAN
Pasal 50
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan péddsin atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di ba&wkuasaan orang tua,
berada di bawah kekuasaan wali.
(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang begkatan maupun harta

bendanya.
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Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yangjal@nkan kekuasaan orang
tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiatdstagan lisan di hadapan 2
(dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluargakategsebut atau orang lain
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujubdgikelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah pengamsga dan harta bendanya
sebaik- baiknya dengan menghormati agama dan ke itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang deer@i bawah kekuasaannya
pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semudgbean-perubahan
harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda amalg berada di bawah

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karekesalahan atau

kelalaiannya.
Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undaing i
Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalatrhhlayang tersebut dalam

pasal 49 Undang-undang ini.
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, setvea dimaksud pada ayat

(1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang labagai wali.

Pasal 54
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada hamad anak yang di

bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau kaltersebut dengan keputisan
Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkamkumiengganti kerugian
tersebut.

BAB XI1
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak
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Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikemgdn akte kelahiran yang
authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang beang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1)apasi tidak ada, maka
pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentarlgisadaseorang anak
setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasatiakti-bukti yang
memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut &yani( maka instansi pencatat
kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilag yeersangkutan
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersigaugk

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia
Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang wagga Indonesia atau seorang
warganegara Indonesia dengan warga negara Asinig@hadgah bilamana
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara denperkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidakanggar ketentuan
Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami igtri kembali di wilayah
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus fididan di Kantor
Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran
Pasal 57
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam ngpdadang ini
ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesiduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan daah ssatu pihak
berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 58
Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraargy yaelakukan

perkawinan campuran, dapat memperoleh kewargaragatari suami/istrinya
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dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, oteoara-cara yang telah

ditentukan dalam Undang- undang Kewarganegaraamtikpndonesia yang

berlaku.
Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibddapinan atau putusnya
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik eeamighukum publik
maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di ladiandilakukan menurut
Undang- undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakdrelse terbukti bahwa
syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pitrsing-masing telah
dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersetbaam ayat (1) telah
dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untekangsungkan perkawinan
campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yargkio bagi pihak
masing-masing berwenang mencatat perkawinan, Hiéersurat keterangan
bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuklmeeikan surat keterangan
itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, ddag memberikan
keputusan dengan tidak beracara serta tidak bahlamtdkan banding lagi
tentang soal apakah penolakan pemberian suratkeen itu beralasan atau
tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakank tideralasan, maka
keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersslait(3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti skefen tidak mempunyai
kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsuagkdalam masa 6 (enam)
bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pahgahg berwenang.
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(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan wamp tampa
memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pengataj berwenang surat
keterangan atau keputusan pengganti keterangandiaelgut pasal 60 ayat
(4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kusangelama-lamanya
1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat warBa sedangkan ia
mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pendggdetangan tidak ada,
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanyaigd) (bulan dan
dihukum jabatan.

Pasal 62
Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatwaselengan Pasal
59 ayat (1) Undang-undang ini.
Bagian Keempat
Pengadilan
Pasal 63
(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undadgng ini ialah:
a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkaim Bengadilan Umum.

BAB XII1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhuburdgngan
perkawinan yang tejadi sebelum Undang-undang imiake yang dijalankan
menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.
Pasal 65
(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dasra®y baik berdasarkan hukum
lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undarepgndni maka

berlakulah ketentuan- ketentuan berikut;
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a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sapa#ta semua isteri
dan anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempurglkiatas harta bersama
yang telah ada sebelum perkawinan dengan istetickathu berikutnya itu
terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas bartama yang terjadi
sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk berisédih dari seorang menurut

Undang- undang ini tidak menentukan lain, maka abetbh ketentuan-

ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhuburdgngan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, nued@gan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan- ketentuan yang didlam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Peilikaw Indonesia Kristen
(Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.P&raturan Perkawinan
Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.188811898), dan Peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinaaubejelah diatur dalam
Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 67
(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggalndangkannya, yang
pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akanudiatengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlus@ngaturan pelaksanaan,
diatur lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memeriamahengundang
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lamkdegara Republik

Indonesia.
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